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ABSTRAK

Di antara hasil ijtihad Ahli Hukum Islam di Indonesia dalam ruang lingkup figh mawaris
adalah adanya Wasiat Wajibah, wasiat ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 209 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah hasil /jma Ulama
Indonesia. Disebutkan bahwa Wasiat Wajibah adalah “Suatu tindakan pembebanan oleh
hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal
dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda
peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula
“.Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dalam
Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang
Ahwal Asy-Syakhsiyah di Suriah pasal 257. Adapun wasiat wajibah yang diberlakukan
di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari dzawil arham, seperti
cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan. Sementara dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 disebutkan “Terhadap anak angkat yang tidak
menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan
orang tua angkatnya “. Sementara para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai
hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah,
adapun mengenai wasiat wajibah (wasiat yang wajib dilakukan) Ibnu Hazm berpendapat
seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-
kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari muwaris, maka hakim harus bertindak
memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak
mendapatkan warisan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka. Begitupun di
Indonesia tentunya anak angkatpun merupakan orang yang mendapatlan wasiat wajibah,
namun bagaimana jika anak angkat tersebut menjadi murtad setelah dewasa dan memilih
keyakinannya sendiri.

Kata kunci: Wasiat Wajibah, Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat, Anak Angkat Non
Muslim.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam.
Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan
kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang
berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya
memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua
orang.

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang
sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima
wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan.
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Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat
keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat
disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat
dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti:
berpesan, menetapkan, memerintah (QS Al-Anam, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa [4]:131),
mewajibkan (QS Al-Ankabut [29]:8, Lugman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf
[46]:15), dan mensyariatkan (Al-Nisa [4]:11).2 Kata wasiat berasal dari washaya yang
artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan
sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah
mati. Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari
seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga
pemilik harta meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penilitian ini, Pertama, Bagaimana
pengaturan hukum wasiat wajibah bagi anak angkat; Kedua, Bagaimana Pengaturan
gukum wasiat wajibah bagi anak angkat non muslim (murtad).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis
normative dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022).
Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder,
yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang
dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)
(Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam
tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan
diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah terbebas dari hak orang lain
di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta
peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka
ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang
ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya (Lestari,
2022).

Tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada
ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah,
secara nyata Allah SWT. Menyebutkan tindakan tersebut dalam surah an-Nisa™ (4) ayat
11 dan 12. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian
yang ditentukan dilakukan “Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah
dibayarkan utang yang dibuat pewaris”. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu
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kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali (Syarufudin, 2004).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat
pada pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan
pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanya-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak
angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah
sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 ini, dapat dipahami bahwa wasiat
wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang diperuntunkan bagi anak angkat atau
sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua
angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 bagian dari harta
peninggalan.

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat beberapa ketentuan hukum yang sama
sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya dalam literatur figih klasik tersebut telah
memunculkan polemik yang panjang antara ahli hukum di Indonesia. Salah satunya
adalah ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat yang diatur pada pasal 209 ayat 1
dan 2. Dalam Khazanah figih lama maupun perundang-undangan di berbagai negara
muslim wasiat wajibah ditunjukkan bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan atau
terhalang mewarisi namun dalam kehakiman wajib ditunjukkan untuk anak angkat
tidak diketahui secara pasti landasan hukum yang digunakan dalam perubahan sasaran
wasiat wajibah ini dari kerabat kepada anak angkat sehingga ketentuan ini mendapat
sanggahan dari beberapa pihak.

Sejatinya wasiat wajibah untuk anak angkat memiliki landasan hukum yang
jelas supaya dapat diterima menjadi bagian dari hukum Islam dan bisa diamalkan oleh
masyarakat di indonesia. Terdapat keraguan dari kalangan para ahli hukum tentang
landasan hukum yang jelas mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat
sehingga keabsahannya diragukan. Sejauh ini belum ditemukan penjelasan yang
konkrit tentang dalil dan metode Istinbath yang digunakan serta tujuan dari ketentuan
yang dijelaskan pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2 (Usman, 2018).

Jika memperhatikan realitas pengangkatan anak di Indonesia, ketentuan wasiat
wajibah yang diatur pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2 untuk anak angkat maupun
orangtua angkat layak dipertimbangkan sebagai hukum Islam sekaligus solusi untuk
menjawab ketidak jelasan hukum tentang pemberian harta kepada anak angkat atau
orang tua angkat. Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat di luar nashab dan
saling bekerja sama satu sama lain sehingga sangat tidak etis jika anak angkat tidak

memperoleh harta dari orangtua angkatnya, demikian juga sebaliknya6.

B. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Non Muslim dalam hukum Islam
Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama
bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak Boleh lebih
dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun
orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
(sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka
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dengan demikian wasiat wajibah adalah Merupakan jalan keluar dari pada anak angkat
atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak
angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan
kepada orang- orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli
warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh
hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta
marta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah)
maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya,
atausebaliknya anak angkat untukorang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam
sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli
warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Menurut ketentuan ajaran syariah keberadaan anak angkatdipungkiri, akan tetapi
sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pedidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak
peninggalan tersebut, namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum
mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung
dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak
adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi
apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasibah
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya
(Rustandi, 1991).Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak
menyebabkan adanya sebab Pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.
Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan
pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan
tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap
saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin
memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan
dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya
semasa hidupnya.

Sedangkan Wasiat Wajibah Bagi anak angkat tentunya wajib diberikan mau ada
atau tidaknya diberikan wasiat yangtertulis dan terdaftar pada notaris/pejabat berwenang,
maka wajiblah bagi anak angkat/orang tua angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah.
Bagi yang beragama non muslim ini tentunya boleh juga diberikan sebab tidak ada
ketentuan yang menyatakan bahwa penerima wasiat wajibah hendaknya harus beragama
islam, sebab dewasa ini sangat banyak kasus terjadi yang saat pengangkatan beragama
sama sebab sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengangkatan anak harus
beragama sama antara orang tua angkat dan anak angkat sehingga dapat terlaksana
pengangkatan anak, namun tidak ada yang mengetahui saat anak tersebut dewasa atau
saat harta warisan akan di bagikan apakah anak tersebut tetap dengan agama yang sama
dengan orang tua angkat atau telah murtad atau keluar dari agma Islam, sehingga di
perbolehkan memberikan wasiat wajibah bagi yang nonn muslim, begitupun sebaliknya
bagi orang tua angkat jika anak angkat terlebih dahulu meninggal dunia berhak
mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang di tinggalkan oleh anak angkatnya.
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Kesimpulan

Dalam peraturan yang berlaku dan hukum Islam tentunya di anjurkan untuk memberikan
wasiat kepada ahli waris yang diluar dari pada ashabul furudh bagi yang memiliki harta
warisan yang berlebih sehingga yang diluar dari pada ahli waris yang mendapatkan sesuai
haknya, yang zawil arham pun dapat mendapatkan hadiah dari wasiat harta peninggalan
si meninggal, apalagi jika wasiat yang di tujukan kepada anak angkat atau orang tua
angkat maka akan menjadi wasiat wajibah, yang mana wasiat yang wajib untuk diberikan,
walaupun tidak/belum di daftarkan oleh si pemberi wasiat sesuai dengan kompilasi
hukum islam dan aturan yang berlaku wajib diberikan dengan cara di mohonkan/digugat.
Sedangkan untuk anak angkat beragama non muslim tentunya di perbolehkan untuk
menjadi penerima wasiat sebab tidak adanya syarat wasiat harus beragama sama dengan
si pemberi wasiat. Maka diperbolehkan non muslim untuk menjadi penerima wasiat
wajibah bagi anak angkat/orang tua angkat yang non muslim paling banyak 1/3.
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